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Kekerasan seksual di Indonesia merupakan salah satu permasalahan hukum yang dianggap serius, Dalam
menanggapi hal tersebut Indonesia mengatur hukuman pidana tambahan yakni kebiri kimia dan tercantum
pada Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan K edua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Ditengah polemic pro dan kontra Presiden Joko
Widodo secara Resmi Menanda tangani Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteks Elektronik, Rehabilitasi, dan
Pengumuman | dentitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan timbul banyaknya polemik
terkait keberadaan hukuman ini, maka penulis akan melakukan penelitian terkait penerapan hukuman kebiri
kimia dengan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis
perbandingan hukum, pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis
mendapatkan bahwa hukuman kebiri kimia di beberapa negara sangat memerlukan peran dari ahli medis
untuk dapat melakukan penjatuhan hukuman kebiri kimia, dan hukuman kebiri kimia merupakan suatu
bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena dianggap memiliki gangguan
kelainan mental yakni pedofilia. Pada saat ini para dokter masih menolak akan keberadaan hukuman kebiri
kimia dikarenakan bertentangan akan kode etik profesinya, akan tetapi penulis menemukan bahwa
seharusnya dokter dapat mengambil peran penuh dalam penerapan hukuman ini sebagai bentuk menjaga
kondisi Kesehatan baik secara mental maupun fisik sehingga hukuman ini dapat menjadi bentuk rehabilitas
atau pengobatan atas perbuatan menyimpang dari pelaku.

...... In Indonesia sexual violence is one of the legal issues that considered as serious crime. For the response
of thisissue, Indonesia regulates additional criminal penalties called chemical castration and Writtenin UU
No. 17/2016 about the Second Amendment to UU No. 23/2002 Child Protection Becomes Law. In between
of the pro and cons of this sentence, President of Indonesia Joko Widodo Officially Signed Government
Regulation No. 70 of 2020 concerning Procedures for Carrying Out Chemical Castration, Installation of
Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual
Violence Against Children. With the emergence of many polemics related to the existence of this
punishment, the authors will conduct research related to the application of chemical castration using
normative juridical research methods with qualitative analysis methods. This research is using comparative
legal analysis approach, an analysis approach to statutory regulations. The results of this study the authors
found that chemical castration in several countries fully depends on the role of medical expertsto give
chemical castration sentences, and chemical castration punishment is for perpetrators of sexual crimes
against that are considered to have a mental disorder, namely pedophilia. At thistime doctors still reject the
existence of chemical castration punishment because it conflicts with the professional code of ethics, but the
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authors found that doctors should be able to take afull role in implementing this punishment as a form of
maintaining health conditions both mentally and physically so that this punishment can be aform of
punishment. rehabilitation or treatment of the perpetrator's deviant acts.



